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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Desa 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014, 

menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, 

selanjutnya disebut dengan desa dengan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan  atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut 

Sutardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah 

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.  

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014).  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan 

suatu daerah kesatuan hukum  yang memiliki batas wilayah  yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepetingan masyarakat.
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2.1.2 Jenis-Jenis Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  

84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa 

Swakarya, dan Desa Swadaya.  

1. Desa Swasembada 

Desa Swasembada merupakan desa yang masyarakatnya dikategorikan 

sebagai masyarakat yang sudah mampu mengembangkan serta 

memanfaatkan sumber daya alam beserta potensinya sesuai dengan kegiatan 

regional. Ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai  berikut: 

a. Kebanyakan lokasinya di kecamatan.  

b. Penduduknya lumayan padat.  

c. Tidak terikat adat istiadat. 

d. Sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai.  

e. Masyarakat sudah mau berpartisipasi dalam pembangunan desanya.  

2. Desa Swakarya 

Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya 

menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah sebagai berikut: 

a. Kebiasaan atau adat istiadat di desa sudah tidak mengikat penuh.  

b. Desa swakarya sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi. 

c. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walaupun tempatnya jauh dari 

pusat perekonomian.  
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d. Desa swakarya memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lintas, 

dan prasarana lainnya.  

3. Desa Swadaya 

Desa Swadaya merupakan desa yang mempunyai potensi tertentu dan tetap 

dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai 

berikut: 

a. Daerah desa swadaya masih terisolir dari daerah lainnya.  

b. Penduduknya kurang padat atau masih jarang.  

c. Mata pencahariannya homogeny dan sifatnya masih agraris. 

d. Bersifat tertutup masyarakatnya.  

e. Masyaraktnya masih memegang teguh adat. 

f. Teknologi masih rendah. 

g. Sarana dan prasarana masih kurang. 

h. Hubungan antar manusia masih erat.  

 

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa 

 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018).  

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2018   adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
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pertanggungjawaban.  Menurut  Sholeh dan  Rochmansjah dalam Umami dan 

Nurodin (2017)  pengelolaan keuangan desa  yang merupakan pengelolaan 

keuangan desa (APBDes) yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.  

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

keuangan desa merupakan seluruh kegiatan pemerintah desa yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertannggung 

jawaban. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu 

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas 

Desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan keuangan 

desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban.  

 

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
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1. Perencanan 

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun 

anggaran yang berjalan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan 

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  berdasarkan  

Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKPDes) tahun berjalan dengan pedoman 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur 

dengan Peraturan Bupati/walikota setiap tahun.  

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  

yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sekretaris Desa 

menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa (APBDes)  disampaikan 

Kepala Desa kepada BPD untuk dibahass dan disepakati bersama dalam 

musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Desa (APBDes) disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. Kepala Desa menyiapkan Rancangan 

Peraturan Desa mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Desa (APBDes), sedangkan Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan 

Rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan tersebut disampaikan kepada 
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Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepati untuk 

dievaluasi.  

2. Pelaksanaan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

menyebutkan bahwa  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas 

desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat 

oleh pemerintah desa dengan spesimen  tanda tangan Kepala Desa dan 

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Rekening kas desa dilaporkan Kepala 

Desa kepada Bupati/Wali Kota.  

Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan (Kaur) dan  Kepala Seksi 

(Kasi) pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun  Dukumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan 

Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 

APBDes ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) meliputi 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan 

Renacana Anggaran Biaya.  

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa  

Rencana kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan anggaran 

yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang tekah 

dianggarkan.  
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b. Rencana Kerja Kegiatan Desa 

Rencana kegiatan desa merupakan rencana kerja kegiatan yang  merinci 

lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana 

kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan.  

c. Rencana Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya merupakan rencana anggaran yang  merinci 

harga untuk setiap kegiatan.  

Kepala Urusan (Kaur) dan  Kepala Seksi (Kasi) pelaksana kegiatan 

anggaran menyerahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 bulan hari kerja 

setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 15 hari kerja sejak 

Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi  (Kasi) menyerahkan rancangan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kepala Desa menyetujui 

rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diverifikasi 

oleh Sekretaris Desa.  

Kepala Urusan (Kaur)  Keuangan  menyusun Rancangan Anggaran 

Kas  Desa (RAKDes) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang telah disetujui oleh Kepala Desa. RAK memuat arus  kas masuk dan 

arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas 

untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Kepala Urusan (Kaur) dan 

Kepala Seksi (Kasi) melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen 
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Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui Kepala Desa. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola 

dan/penyediaan barang/jasa.  Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang yang 

tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP)  wajib menyertakan laporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran.  

3. Penatausahaan  

 Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2018  penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kepala 

Urusan (Kaur) Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup 

pada setiap akhir bulan. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan wajib membuat 

buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku  pembantu bank, buku 

pembantu pajak dan buku pembantu panjar.  

a. Buku pembantu bank 

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 

melalui rekening kas desa.  
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b. Buku pembantu pajak 

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan 

pengeluaran setoran pajak.  

c. Buku pembantu panjar 

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban panjar.  

4.  Pelaporan 

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester pertama kepada 

bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes) dan 

Laporan Realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun berjalan.  Bupati/wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  kepada 

Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.  

5. Pertanggungjawaban  

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indoesia Nomor 20 

Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  

(APBDes) kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun 
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anggaran. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan  peraturan desa. peraturan 

desa disertai dengan : 

a. Laporan keuangan yang terdiri dari  

1) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

2) Catatan atas laporan keuangan  

b. Laporan realisasi kegiatan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa.  

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati 

menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Menteri melalui Direktur 

Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April 

tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi.  

2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, 

akuntanbel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
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1. Transparan 

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakatnya untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa.  

2. Akuntanbel 

Akuntanbel merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan.  

3. Partisipatif 

Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.  

4. Tertib dan Disiplin Anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  

Disiplin anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: 

a. Pendapatan yang direncanakan yaitu perkiraan yang terukur  secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan 

belanja yang  dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 

belanja.  

b. Pengeluaran yang harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan baik dibenarkan melaksanakan 

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya 
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dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).  

c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2018  menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1  tahun anggaran 

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan 

pembiayaan desa.  

1. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan 

pendapatan lain.  

a. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset, 

swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lain.  

1) Hasil usaha, meliputi  bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  

2) Hasil aset,  meliputi tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum, jaringan irigasi.  

3) Swadaya, partisipasi  dan gotong royong meliputi penerimaan yang 

berasal dari sumbangan masyarakat desa. 

4) Pendapatan asli desa yang lain,  meliputi hasil pungutan desa.  
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b. Transfer 

Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan 

keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan 

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah 

Kabupaten/Kota 

1) Dana Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(APBD) Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (A PBDes).  Pengalokasian Dana Desa 

berdasarkan jumlah desa, dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis. Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.  

Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan 

perkalian antara jumlah Desa disetiap Kabupaten/Kota dan rata-rata 

Dana Desa setiap Provinsi. Besaran dana desa setiap Kabupaten/kota 

dietetapkan dengan peraturan menteri. Berdasarkan besaran  Dana 

Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran 
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dana desa di wilayahnya. Besaran dana desa dihitung berdasarkan 

jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskian desa, dan 

tingkat kesulitan desa.  

 Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada 

Kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dialakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya dana desa 

disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 

rekening kas desa. penyaluran dana desa dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, Tahap 2 pada Bulan 

Agustus sebesar 40% dan tahap 3 pada bulan November sebesar 20%.  

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/kota 

mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten/kota. Ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah tersebut  yaitu 60% dibagi secara merata keseluruh 

desa serta 40% dibagi secara professional berdasarkan realisasi 

penerimaan hasil pajak secara retribusi daerah masing-masing desa 

(Yuliansyah dan Rusmianto, 2018).  
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3) Alokasi Dana Desa 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  

mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota untuk setiap tahun 

anggaran. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari dana 

perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/kota dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.  

Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan hal seperti 

kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta 

Jumlah penduduk desa, angkata kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis. Pengalokasian ADD sesuai dengan peraturan 

bupati/walikota (Yuliansyah dan Rusmianto, 2018).  

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  

bersifat umum dan khusus. Bantuan bersifat khusus dikelola dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes) tetapi tidak 

diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling 

banyak 30%.  
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c. Pendapatan Lain 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

menyatakan bahwa pendapatan lain desa meliputi penerimaan dari hasil 

kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi 

kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, pendapatan 

lain desa yang sah.  

2. Belanja Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

Nomor 20 Tahun 2018, belanja desa merupakan semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa diklasifikasikan 

mejadi 5 bidang yaitu: 

a. Penyelenggaraan pemerintah desa 

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa diklasifikasikan menjadi sub 

bidang belanja yaitu: 

1) Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pemdes. 

2) Sarana dan prasarana pemerintah desa. 

3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. 

4) Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan. 

5) Pertanahan. 
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b. Pelaksanaan pembangunan desa 

Bidang pelaksanaan pembangunan desa, diklasifikasikan menjadi 

beberapa sub bidang yaitu: 

1) Pendidikan  

2) Kesehatan 

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang 

4) Kawasan pemungkiman 

5) Kehutanan dan lingkungan hidup 

6) Perhubungan, komunikasi dan informatika 

7)  Energi dan sumber daya mineral  

8) Pariwisata 

c. Pembinaan kemasyarakatan desa. 

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, diklasifikasikan menjadi 

beberapa sub bidang yaitu: 

1) Ketentraman, keterbiban, dan perlindungan masyarakat. 

2) Kebudayaan dan keagamaan 

3) Kepemudaan dan olahraga 

4) Kelembagaan masarakat 

d. Pemberdayaan masyarakat desa. 

Bidang pemberdayaan masyarakat desa diklasifikasikan menjadi 

beberapa sub bidang yaitu: 

1) Kelautan dan perikanan 

2) Pertanian dan peternakan 
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3) Peningkatan  kapasitas aparatur desa 

4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. 

5)  Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. 

6) Dukungan penanaman modal. 

7)  Perdagangan dan perindustrian. 

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.  

1) Penanggulangan bencana  

2) Keadaan darurat 

3) Keadaan mendesak 

Jenis-jenis belanja desa menurut Peraturan dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari 4 jenis, yaitu:  

a. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, 

tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala 

desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. 

b. Belanja barang dan jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau 

pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan  seperti 

alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, 

cetak/pengadaan,  sewa kantor desa, dsb.  
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c. Belanja modal 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai 

manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset.  Pengadaan barang 

tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.  

d. Belanja tak terduga 

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 

berskala lokal desa. 

3. Pembiayaan Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desaterdiri dari 2 kelompok 

yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  

a. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang 

dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.  

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan 

penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk 

menandai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 

dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyertaan modal digunakan 
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untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan 

dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan 

pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.  

 

2.1.5 Resiko Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa 

Resiko kecurangan (fraud) yang terjadi dalam pengelolaan keuangan 

desa menurut BPKP (2015) antara lain yaitu penggunaan kas desa secara tidak 

sah, mark up dan atau kick back pada penggunaan barang/jasa, penggunaan aset 

desa untuk kepentingan pribadi aparat desa secara tidak sah, serta  pungutan liar 

layanan desa.  

1. Penggunaan Kas Desa Secara Tidak Sah (Theft of Cash on Hand).  

Resiko yang berasal dari penggunaan kas desa yang tidak sah oleh aparat 

desa atau pihak lainnya. Pencurian atau penyalahgunaan tersebut bisa 

menimbulkan kerugian keuangan desa, sehingga mengurangi kemampuan 

dalam melaksanakan tugas serta fungsi pemerintah desa.  

2. Mark Up dan atau Kick Back pada Penggunaan Barang/Jasa. 

Resiko yang berasal dari kegiatan meninggikan harga beli barang/jasa dari 

harga wajarnya yang mana pengambilan sejumlah kas kepada aparat desa 

ditambah dengan pengendalian pemerintah desa yang belum efektif. Akibat 

dari tindakan tersebut yaitu dengan timbulnya kerugian keuangan desa dan 

mengurangi kemampuan dalam melaksanakan tugas serta fungsi pemerintah 

desa.  

 



 

31 
 

3. Penggunaan Aset Desa untuk Kepentingan Pribadi Aparat Desa Secara 

Tidak Sah (Missue atau Larceny). 

Penyalahgunaan aset desa seperti  sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor 

untuk kepentingan pribadi bahkan dimiliki secara tidak sah. Hal tersebut bisa 

menganggu operasional kegiatan pemerintahan.  

4.  Pungutan Liar (Illegal Gratuities) Layanan Desa.  

Pungutan liar yang dikenakan  kepada masyarakat atas pelayanan yang 

diberikan oleh instansi pemerintah.  

 

2.1.6 Kecurangan (Fraud) 

2.1.6.1 Pengertian Kecurangan (Fraud) 

Fraud merupakan suatu bentuk kecurangan yang didefinisikan 

sebagai suatu perbuatan menyimpang dan melanggar hukum oleh 

seseorang dengan sengaja yang bermaksud untuk menipu atau 

memberikan suatu tafsiran atau gambaran yang keliru/salah kepada 

beberapa pihak tertentu, di dalam maupun diluar organiasi (Karyono, 

2013).  Wonar dkk (2018) menyatakan bahwa  fraud ialah suatu 

penyimpangan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan 

secara sengaja dengan tujuan tertentu seperti menipu atau memberikan 

gambaran keliru yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi 

atau kelompok secara fair dengan langsung maupun tidak langsung.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, fraud adalah 

suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau 
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kelompok orang dengan sengaja dengan maksud tujuan tertentu yang 

mana tindakan tersebut merugikan orang lain atau kelompok.  

2.1.6.2 Jenis-jenis Fraud 

Menurut The Asssociation of Certified Fraud Examiners 

(AFCE) dalam Ristianingsih (2017) membagi fraud ke dalam tiga jenis 

yaitu Asset Misappropriation, Fraudlent Statement, dan Corruption.  

1. Asset Misappriation (Penyimpangan Atas Aset). 

Jenis penyimpangan dimana aset atau harta perusahaan 

disalahgunakan atau dicuri. Asset misappriation merupakan bentuk 

fraud yang mudah terdeteksi karena sifatnya yang triangle atau dapat 

dihitung.  

2. Fraudlent Statement (Peryataan Palsu atau Salah Penyataan).  

Jenis tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau atasan  suatu instansi  

dengan maksud untuk menutupi kondisi keuangan sebenarnya, 

dengan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan, 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.  

3.  Corruption (Korupsi).  

Korupsi merupakan jenis fraud  yang sulit terdeteksi karena adanya 

kerjasama dengan pihak lain. Namun dengan adanya kerjasama 

tersebut terdapat  pihak yang dirugikan seperti penyalahgunaan 

wewenang/politik, penyuapan, penerimaan yang tidak sah dan 

pemerasan secara ekonomi.  
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2.1.6.3 Pemicu Fraud 

Terdapat tiga kondisi kecurangan atau disebut segitiga 

kecurangan (fraud triangle) yang berasal dari pelaporan keuangan dan 

penyalahgunaan aset menurut SAS No. 99 (AU 316) dalam Arens, dkk 

(2015) yaitu sebagai berikut:   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segitiga Kecurangan 

Sumber  : Arens dkk (2015) 

 

Keterangan: 

1. Insentif/tekanan. 

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif/tekanan untuk 

melakukan kecurangan. Contohnya kecurangan laporan keuangan 

yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan, dan kecurangan 

dengan dorongan untuk menyalahgunakan aset.  

2. Kesempatan.  

Situasi yang membuka kesempatan bagaimana manajemen atau 

pegawai untuk melakukan kecurangan. Contohnya perputaran 

personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi serta 

informasi yang menciptakan terjadinya salah saji pada laporan 

Intensif/Teka

nan 

Sikap/Rasiona

lisasi 

Kesempatan 
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keuangan, dan juga adanya kesempatan untuk mencuri apa yang ada 

di instansi.  

3. Sikap/rasionalisasi,  

Sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan 

manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, 

atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang 

membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. 

Contohnya sikap pimpinan terhadap pelaporan keuangan untuk 

menilai kemungkinan dalam kecurangan.  

2.1.6.4 Fraud Diamondd Theory  

Fraud Diamond merupakan sebuah pandangan tentang 

fenomena karena  adanya tekanan dari pihak eksternal (Wolfe dan 

Hermanson dalam Ristianingsih, 2017). Fraud Diamond merupakan 

penyempurnaan dari teori Fraud Triangle oleh Cressey, yang 

menambahkan satu elemen yaitu Capability.  

1. Tekanan (Pressure/incentive). 

Tekanan merupakan keinginan karyawan untuk  melakukan  tindakan  

fraud karena adanya tekanan baik dari pihak internal maupun 

eksternal.  

2.  Kesempatan (Perceived Opportunity). 

Kesempatan merupakan suatu peluang yang disebabkan dari tidak 

adanya pengawasan, pengawasan internal yang kurang efektif/tidak 

efektif, penyalahgunaan wewenang aturan akuntansi dan 
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pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kecurangan 

pelaporan, sehingga memungkinkan terjadinya fraud.  

3.  Rasionalisasi (Rasionalization).  

Rasionalisasi merupakan pemikiran yang mempengaruhi terjadinya 

suatu perilaku yang wajar, secara moral bisa diterima oleh 

masyarakat pada umumnya.  

4. Kemampuan  (Capability).  

Pada umumnya, tindakan fraud  tidak akan terjadi apabila tidak 

adanya kemampuan khusus yang ada di perusahaan.  

2.1.6.5  Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

1. Pengertian Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Menurut Suradi dalam Romadaniati, dkk (2020) pencegahan  

fraud merupakan suatu tindakan  yang bisa dilakukan  dengan 

menghindari orang untuk berkata tidak jujur, meniru, 

mengambil/mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi, dan menipu  

orang dengan cara melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya 

seseorang ataupun kelompok lain. Pencegahan kecurangan  merupakan 

aktivitas yang dilakukan untuk memberi keyakinan dalam pencapaian 

tujuan instansi/organisasi yang bertujuan untuk memberi keyakinan 

dalam pencapaian tujuan instansi/organisasi  meliputi efektifitas dan 

efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan dalam 

hukum (Atmadja dan Saputra, 2017). 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pencegahan fraud  merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

menghindari seseorang berkata tidak jujur, meniru, 

mengambil/mencuri, memeras, memanipulasi, dan kolusi dengan 

menetapkan kebijakan serta prosedur agar tujuan instansi/organisasi 

dapat tercapai. 

2. Upaya Pencegahan Fraud 

Fraud dapat dicegah dengan pengoptimalan pengendalian 

internal. Semua pengendalian diklasifikasikan menjadi pengendalian 

intern aktif dan pengendalian intern pasif (Tuannakotta, 2012). 

Pengendalian intern pasif mengenai to prevent yaitu mencegah, 

sedangkan pengendalian intern pasif mengenai to deter yaitu mencegah 

karena konsekuensinya terlalu besar sehingga membuat jera.  

Dua faktor dasar yang termasuk lingkungan dengan tingkat 

kecurangan rendah, sehingga penting dalam pencegahan kecurangan 

yaitu  menciptakan  budaya kejujuran, keterbukaan dan memberi 

dukungan serta mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan 

(Zimbelman, 2017).  

a.  Menciptakan budaya kejujurann, keterbukaan dan memberi 

dukungan.  

Terdapat tiga faktor dalam pencegahan kecurangan yang terkait 

dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberi 

dukungan yaitu: 
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1) Merekrut orang yang mempunyai sifat yang jujur serta 

menyediakan pelatihan untuk kesadaran terhadap tindakan 

kecurangan.  

2) Menciptakan lingkungan kerja yang pasif.  

3) Memberikan program untuk pegawai berupa dukungan (employee 

assistance program – EAP) yang bisa membantu para pegawai 

dalam menyelesaikan permasalahan pribadi yang dihadapinya.  

b. Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan.  

Terdapat lima metode dalam mengeliminasi kesempatan kecurangan: 

1) Memiliki pengendalian yang baik.  

2) Meminimalisir terjadinya kerjasama antara pemasok pegawai 

dengan pelanggan ataupun pemasok terkait tentang kebijakan 

perusahaan terhadap tindakan kecurangan.  

3) Mengawasi pegawai serta memberikan sarana untuk pengaduan 

terhadap tindakan kecurangan (sistem Whistle-blowing).  

4) Membuat ekspektasi hukum.  

5) Melakukan tahapan auditing secara rutin.  

3. Indikator Pencegahan Fraud 

Indikator pencegahan fraud menurut Laksmi dan Sujana 

(2019) yaitu: 
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1. Penetapan kebijakan anti-fraud.  

Kebijakan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif untuk mencegah tindakan fraud dan kejahatan ekonomi 

yang lain.  

2. Prosedur penanganan pencegahan fraud.  

Komitmen manajemen serta kebijakan suatuorganisasi atau instansi 

yang merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi fraud. 

Oleh karena itu, harus dilengkapi dnegan prosedur penanganan 

pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media 

pendukung.  

3.  Teknik pengendalian dalam fraud.  

Teknik pengendalian dilakukan dengan cara pembagian tugas yang 

jelas, pengawasan yang memadai, kontrol yang memdai, serta 

adanya manual pengendalian .  

4. Kepekaan dalam fraud.  

Kerugian dan fraud dapat dicegah apabila suatu instansi./organisasi 

mempunyai karyawan yang berpengalaman dan mempunyai 

kesigapan dalam tindakan fraud.  

 

2.1.7 Kompetensi Aparatur Desa 

2.1.7.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 108 Tahun 2017 kompetensi merupakan kemampuan dan 
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karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai aparatur berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat 

menjalankan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.  

Menurut Armelia dan Wahyuni (2020) kompetensi 

merupakan suatu keahlian, pengetahuan, serta perilaku yang ada dalam 

diri seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi aparatur desa merupakan suatu kemampuan atau 

kharakteristik yang ada dalam diri seseorang berupa pengalaman, 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

menjalankan tanggungjawab terhadap  pekerjaannya.  

Kompetensi aparatur memiliki peranan yang penting dalam 

pengelolaan keuangan desa, karena untuk mencapai tujuan bersama 

seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perbaikan ekonomi 

desa, sosial, budaya dan bidang lainnya yang nantinya akan diawasi 

oleh pengawas independen yang ditunjuk pemerintah pusat guna 

mengawasi penggunaan dana desa beserta pertanggungjawabannya 

(Atmadja dan Saputra, 2017).   

2.1.7.2 Karakteristik Kompetensi Aparatur Desa 

Terdapat lima karakteristik menurut Spencer dan Spencer 

dalam Saputra, dkk (2019) yaitu sebagai berikut: 
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1. Motives, merupakan hal-hal yang seseorang pikirkan atau inginkan 

secara konsisten yang menimbulkan suatu tindakan.  

2. Traits, merupakan watak yang membuat seseorang untuk berperilaku 

atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, 

misalnya percaya diri, kontrol diri atau daya tahan (hardiness).  

3. Selft Concept, merupakan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang.  

4. Knowledge, merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk 

bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi 

kompleks.  

5. Skills,  merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas 

tertentu baik secara fisik maupun mental.  

2.1.7.3 Indikator Kompetensi Aparatur Desa 

 Menurut Romandaniati, dkk (2020) indikator kompetensi 

aparatur desa yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahun 

Menurut Wibowo (2016) pengetahuan merupakan informasi yang 

ada dalam diri seseorang dalam bidang tertentu. Seorang karyawan 

harus mengetahui dan memahamiberbagai ilmu pengetahuan atau 

informasi di bidangnya masing-masing.  
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2. Keterampilan 

Menurut Wibowo (2016) keterampilan merupakan kemampuan yang 

memperlihatkan sistem atau suatu urutan perilaku seseorang secara 

fungsional yang berhubungan dengan pencapain tujuan kinerja.  

3. Sikap Kerja 

Menurut Wibowo (2016) sikap merupakan sikap yang dimiliki 

seseorang karyawan secara profesionalisme dalam menyelesaikan  

tugasnya dengan penuh rasa percaya diri dan yakin terhadap yang 

telah dilakukan dengan baik  sesuai dengan aturan yang ada.  

 

2.1.8 Sistem Pengendalian Internal   

2.1.8.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian intern merupakan strategi serta prosedur 

yang disusun untuk memberikan kepastian yang layak bahwa entitas 

telah mencapai sasaran serta tujuan entitas kepada manajemen (Arens, 

dkk, 2015). Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengontrol, 

membimbing serta mengukur sumber daya yang ada disuatu 

instansi/lembaga yang mana memiliki peran penting dalam pencegahan 

dan pendekteksian jika ada tindakan fraud atau kecurangan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2008 sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 
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pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya  tujuan organiasi melalui kegiatan  yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan 

ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian 

Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian 

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh  di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan suatu cara atau strategi yang disusun 

untuk mengontrol, membimbing, serta mengukur sumber daya yang ada 

dalam suatu lembaga atau instansi.  

2.1.8.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Tuanakotta (2014) tujuan pengendalian internal 

dibagi menjadi empat kelompok yaitu: 

1. Strategis, sasaran-saran utama (high-level goals) yang mendukung 

misi entitas.  

2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan).  

3. Operasi (pengendalian Internal atau operational contols).  

4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundngan-undangan.  
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Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 60 Tahun 2008 adalah 

memberikan keyakian yang memadai tentang: 

1. Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien penyelenggaraan pemerintah negara.  

2. Keandalan pelaporan keuangan.  

3. Pengamanan aset negara.  

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2.1.8.3 Elemen Sistem Pengendalian Internal 

Terdapat lima elemen sistem pengendalian intern yang harus 

dimiliki oleh organisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian.  

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 

kondusif.  

2. Penilaian Resiko.  

Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian resiko 

yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko.   

3. Kegiatan Pengendalian. 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan 

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.  
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4. Informasi dan Komunikasi  

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.  

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem 

pengendalian intern dengan melaksanakan pemantauan 

berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil 

audit dan reviu lainnya.  

2.1.8.4 Indikator Pengendalian Internal  

Menurut Laksmi dan Sujana (2019) indikator sistem 

pengendalian internal yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian.  

Untuk mengukur tingkat lingkungan pengendalian, indikator yang 

digunakan yaitu: 

a) Peran pimpinan yang efektif. Pimpinan memberikan peringatan 

dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi.  

b) Komitmen terhadap kompetensi. Pimpinan menyusun standar 

kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi masing-masing posisi 

dalam instansi.  

2. Penilaian Resiko.  

Untuk mengukur tingkat kegiatan pengendalian, indikator yang 

digunakan yaitu: 
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a) Identifikasi resiko merupakan identifikasi tahapan-tahapan 

pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan titik kritis serta 

menyusun daftar resiko.  

b) Penanganan resiko merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengeliminasi penyebab terjadinya resiko. 

3. Aktivitas Pengendalian.  

Untuk mengukur tingkat aktivitas pengendalian, indikator yang 

digunakan yaitu: 

a) Otorisasi atas transaksi dan aktivitas. Otorisasi merupakan 

keputusan tentang kebijakan yang baik  untuk transaksi yang 

bersifat umum dan khusus. Otorisasi umum ditetapkan oleh 

pimpinan melalui kebijakannya dan bawahan  diinstruksikan 

untuk menetapkan sesuai dengan batas yang ditentukan. 

Otorisasi khusus terjadi pada permasalahan khusus dimana 

pimpinan sulit untuk menyusun kebijakan umum atas transaksi 

tersebut.  

b) Pencatatan dokumen. Dokumen dan catatan yang memadai 

memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dicatat 

adalah benar.  

4. Informasi dan Komunikasi.  

Untuk mengukur tingkat informasi dan komunikasi indikator yang 

digunakan yaitu: 
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a) Sarana komunikasi. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi.  

b) Manajemen komunikasi. Mengelola, mengembangkan dan 

memperbarui sistem informasi terus-menerus.  

5. Pemantauan.  

Untuk menguji tingkat pemantauan indikator yang digunakan yaitu:  

a) Pemantauan yang berkelanjutan merupakan penilaian atas kinerja 

sistem pengendalian itern secara terus-menerus  dan menyatu 

dalam kegiatan instansi pemerintah.  

b) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit merupakan 

penyelesaian hasil temuan atas reviu lainnya sesuai dengan 

ketentuan. 

 

2.1.9 Budaya Organisasi 

2.1.9.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan sistem makna serta keyakinan 

bersama yang dianut oleh anggota organisasi untuk menentukan 

bagaimana cara mereka bertindak, dimana budaya tersebut mewakili 

pendapat oleh semua anggota organisasi sehingga mereka memiliki 

pendapat yang sama dan dianut oleh semua anggota organisasi (Yuliani, 

2018).  

Menurut Widiyarta, dkk (2017) budaya organisasi merupakan 

norma, kepercayaan, nilai, asumsi, kebiasaan yang dibuat dalam suatu 
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organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi yang digunakan 

sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan  dalam organisasi. Menurut 

Sulistiyowati dalam Putra dan Latrini (2018) bahwa budaya organisasi 

yang baik akan membentuk anggota organisasi tersebutmemiliki sense 

of belonging (rasa ikut memiliki) serta sense of identity (rasa bangga) 

sebagai bagian dari organisasi, sehingga kemungkinan terjadinya 

kecurangan dalam organisasi tersebut kecil.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi merupakan suatu keyakinan bersama dalam suatu organisasi 

yang digunakan sebagai pedoman dalam organisasi untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya.  

2.1.9.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins dalam Sutrisno (2010) budaya organisasi 

mempunyai peran sebagai berikut: 

1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Budaya organisasi 

mewujudkan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan 

organisasi yang lainnya.  

2. Budaya organisasi melibatkan suatu rasa identitas bagi seluruh 

anggota dalam suatu organisasi.  

3. Budaya organisasi memudahkan timbulnya komitmen yang lebih 

luas diatas kepentingan individu anggota organisasi.  

4. Budaya  organisasi memaksimalkan kematangan sistem sosial. 
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2.1.9.3 Indikator Budaya Organisasi 

Menurut Widiyarta, dkk (2017) indikator budaya organisasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Inisiatif  individu.  

Tingkat tanggungjawab, kebebasan dan independensi yang dipunyai 

individu.  

2. Pengarahan.  

Pimpinan memberikan arahan untuk bertindak agresif, inofatif dan 

berani mengambil resiko.  

3. Dukungan pimpinan. 

Pimpinan  memberi komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan 

terhadap bawahannya.  

4. Kontrol.  

Peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk 

mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai.  

5. Sistem imbalan.  

Alokasi imbalan yang didasarkan atas kinerja prestasi seperti 

kenaikan gaji dan promosi.  

6. Pola-pola komunikasi.  

Tingkat seberapa jauh komunikasi dalam organisasi dibatasi oleh 

hirarki kewenangan formal.  
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7. Integritas. 

Tingkat sejauh mana anggota dalam organisasi untuk bekerja secara 

terkoorinasi.  

8. Komitmen  

Tingkat sejauh mana anggota organisasi melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya secara tuntas.  

9. Ketulusan.  

Tingkat mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan dengan 

organisasi daripada dengan kelompok kerja tertentu.  

 

2.1.10 Moralitas 

2.1.10.1 Pengertian Moralitas 

Menurut Welton dan LaGrone dalam Romadaniati, dkk (2020) 

moralitas merupakan sifat atau seluruh asas serta nilai yang berkenaan 

dengan baik dan buruk. Menurut Rahimah, dkk (2018) moralitas 

individu merupakan sikap serta perilaku seseorang yang baik dengan 

tanpa mengharap balasan atau tanpa pamrih.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa moralitas 

merupakan pandangan akan baik atau buruknya sikap dan perilaku 

seseorang dengan tanpa mengharap balasan.  
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2.1.10.2 Tingkatan Perkembangan Moral dan Indikator Moralitas 

Terdapat tiga tingkatan perkembangan moral menurut 

Kohlberg dalam Damayanti (2016), dimana setiap tingkatan terdiri dari 

bebrapa tahapan yaitu: 

1. Tingkat Pre-Conventional  

Pada tingkat  ini moralitas dikenal seseorang berdasarkan dampak 

yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yaitu menyenangkan (hadiah)  

atau menyakitkan berupa hukuman. 

a. Orientasi kepatuhan dan hukuman  

Pemahaman individu mengenai baik atau buruknya ditentukan 

otoritas.  

b. Orientasi relavitas-instrumental 

Sesuatu diniali baik apabila berfungsi sebagai instrument untuk 

memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri.   

2. Tingkat Conventional. 

Pada tingkat ini, suatu  perbuatan dinilai baik oleh seseorang apabila 

mematuhi harapan otoritas atau sekelompok.  

a. Orientasi kesepakatan antara pribadi  

Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan orang lain.  

b. Orientasi hukum dan ketertiban  

Suatu perbuatan dinilai baik ketika menjalankan kewajiban, 

menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. 
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3. Tingkat Post-conventional.  

Pada tingkat ini aturan serta instuisi dari masyarakat tidak dipandang 

sebagai tujuan akhir melainkan sebagai subjek. Seseorang menaati 

aturan sesuaai dengan prinsip etika universal.  

a. Orientasi kontrak sosial legalitas 

Perbuatan baik jika sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga ada perjanjian antara dirinya dengan lingkungan 

sosial.  

b. Orientasi prinsip etika  

Perbuatan yang benar ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan 

penghormatan terhadap martabat manusia.  

Semakin tinggi level penalaran seseorang makin tinggi pula 

tingkat kebenaran yang dilakukan, dan juga sebaliknya jika semakin 

rendah moral level moral seseorang kemungkinan akan melakukan 

kesalahan atau tindakan kecurangan (Rahimah dkk, 2018).  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama dijadikan tambahan 

referensi dan pembanding dalam penelitian ini, dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No. 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Atmadja dan 

Saputra 

(2017) 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Aparatur, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal.  

 

Variabel 

Dependen: 

Pencegahan 

Fraud.  

 

Variabel 

Moderasi: 

Moralitas.  

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif.  

1.Kompetensi aparatur 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

2.Sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

terhadap pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa.  

3.Moralitas berhasil 

memoderasi 

pengaruh kompetensi 

aparatur dan sistem 

pengendalian internal 

terhadap pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa.  

2. Widiyarta, 

dkk (2017) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Budaya 

Organisasi, 

Whistleblowin

g dan Sistem 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Aparatur, 

Budaya 

Organisasi, 

Whistleblowing, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal.  

 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif.  

1.Kompetensi aparatur 

berpengaruh 

signifikan positif  

terhadap pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan dana 

desa pada 

pemerintahan desa di 

Kabupaten Buleleng. 

 

2.  
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Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi 

Empiris Pada 

Pemerintah 

Desa di 

Kabupaten 

Buleleng).  

Variabel 

dependen: 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa.  

2.Budaya organisasi 

berpengaruh  

signifikan positif 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

dana desa pada 

pemerintahan desa  

di Kabupaten 

Buleleng.  

3.Whistleblowing 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap pencegahan  

fraud dalam 

pengelolaan dana 

desa pada 

pemerintahan desa  

di Kabupaten 

Buleleng.  

4. Sistem 

pengendalian 

internal 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

dana desa pada 

pemerinatahan desa 

di Kabupaten 

Buleleng.  

3. Dewi, dkk 

(2017) 

Pengaruh 

Moralitas, 

Integritas, 

Komitmen 

Organisasi 

dan 

Pengendalian 

Internal Kas 

Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Variabel 

Independen: 

Moralitas, 

Komitmen 

Organisasi, 

Pengendalian 

Internal Kas.  

 

Variabel 

Dependen:  

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

iniadalah 

metode 

kuantitatif.  

1. Moralitas tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pencegahan 

kecurangan (fraud).  

2. Integritas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pencegahan 

kecurangan (fraud).  

3. Komitmen 

organisasi 
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dalam 

Pelaksanaan 

Program 

Subsidi Beras 

Bagi 

Masyarakat 

Berpendapata

n Rendah 

(Studi Pada 

Desa Di 

Kabupaten 

Buleleng.).  

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud).  

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pencegahan 

kecurangan (fraud).  

4. Pengendalian 

internal kas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pencegahan 

kecurangan (fraud).  

5. Moralitas, integritas, 

komitmen 

organisasi dan 

pengendalian 

internal kas secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pencegahan 

kecurangan (fraud).  

4. Wonar, dkk 

(2018) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Desa, 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Pencegahan 

Fraud dengan 

Moral 

Sensitivity 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi.  

Varibel 

Independen: 

Kompetensi 

Aparatur Desa, 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan, 

Sistem 

Pengendalian 

Intern.  

 

Variabel 

Dependen: 

Pencegahan 

Fraud.  

 

Variabel 

Moderasi: 

Moral Sensitivy.  

Metode yang 

digunakan 

penelitian 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif.  

1. Kompetensi 

aparatur desa 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan fraud.  

2. Ketaatan pelaporan 

keuangan 

berpengaruh 

terhadap 

pencegaham fraud.  

3. Sistem pengendalian 

intern tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan fraud.  

4. Sensitivitas moral 

tidak memoderasi 

kompetensi aparatur 

desa terhadap 

pencegahan fraud. 

5. Sensitivitas moral 

tidak memoderasi 

ketaatan pelaporan 
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keuangan terhadap 

pencegahan fraud.  

6. Sensitivitas moral 

tidak memoderasi 

sistem pengendalian 

intern terhadap 

pencegahan fraud.  

5. Laksmi dan 

Sujana 

(2019) 

Pengaruh 

Kompetensi 

SDM, 

Moralitas dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa.  

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

SDM, 

Moralitas, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal.  

 

Variabel 

Dependen: 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif.  

1. Kompetensi sumber 

daya manusia 

berpengaruh positif 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keungan desa.  

2. Moralitas 

berpengaruh positif 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

3. Sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

6. Armelia dan 

Wahyuni 

(2020)  

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Desa, 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal, 

Moral 

Sensitivity 

Terhadap 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa.  

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Aparatur Desa, 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal, Moral 

Sesitivity.  

 

Variabel 

Dependen: 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif.  

1. Kompetensi 

aparatur desa tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

2. Sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

3. Moral Sensitivity  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 
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pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

7. Romadaniati , 

dkk (2020) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Desa, Sistem 

Pengendalian 

Internal, dan 

Whistleblowin

g System 

Terhadap 

Pencegahan 

Fraud Pada 

Pemerintah 

Desa Dengan 

Moralitas 

Individu 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi 

(Studi Pada 

Desa-desa di 

Kabupaten 

Bengkalis).  

Variabel 

Independen: 

Kompetensi 

Aparatur Desa, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, 

Whistleblowing 

System.  

 

Variabel 

Dependen: 

Pencegahan 

Fraud.  

 

Variabel 

Moderasi: 

Moralitas 

Individu.  

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantatif.  

1. Kompetensi aparatur 

desa  bepengaruh 

terhadap pencegahan 

fraud.  

2. Sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

terhadap pencegahan 

fraud.  

3. Whistleblowing 

system berpengaruh 

terhadap pencegahan 

fraud.  

4. Moralitas individu 

memoderasi 

pengaruh 

kompetensi aparatur 

desa terhadap 

pencegahan fraud.  

5. Moralitas Individu 

memoderasi 

pengaruh sistem 

pengendalian 

internal terhadap 

pencegahan fraud.  

6. Moralitas individu 

memoderasi 

pengaruh 

whistleblowing 

system terhadap 

pencegahan fraud.  

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2020.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teori diatas menjelaskan tentang pengelolaan keuangan 

desa, pencegahan kecurangan (fraud), kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian 

internal, budaya organisasi dan moralitas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini sebagai berikut:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua 

hubungan baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial yaitu apakah 

kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, apakah budaya organisasi 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, apakah 

moralitas berpengaruh terhadap pencegahan  fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Secara simultan yaitu apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal,  

budaya organisasi dan  moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

 

2.4 Hipotesis 

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur 

desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Kompetensi aparatur desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan 

keuangan desa, karena untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang 

lainnya yang nantinya akan diawasi oleh pengawas independen yang ditunjuk 

pemerintah pusat guna untuk mengawasi penggunaan dana desa beserta 

pertanggungjawabannya.  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati, dkk (2020) 

menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud.  

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra 

(2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Penelitian yang dilakukan 

oleh Armelia dan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan tingkat desa 

di Kecamatan Banjar.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

H01 : Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

 

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap  Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengawasi, 

mengarahkan serta menilai sumber daya suatu instansi/organisasi yang memiliki 

peran penting dalam pencegahan serta pendeteksian adanya tindakan fraud. Sistem 

pengendalian internal yang layak dalam lingkungan pengendalian, penilaian 

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan 
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pengendalian internal bisa mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan 

desa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wonar, dkk (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

H02 : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

 

3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

Widiyarta,  dkk (2017) menyatakan budaya organisasi merupakan norma-

norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dan disetujui oleh semua 

anggota organisasi yang digunakan sebagai acuan dalam organisasi tersebut untuk 

melaksanakan aktivitasnya untuk karyawan maupun kepentingan orang lain. 

Budaya organisasi yang baik akan meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kecurangan  dalam suatu organisasi. Sulistiyowati dalam Putra dan Latrini (2018) 

menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik akan membentuk anggota dalam 
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organisasi memiliki sense of belonging (rasa ikut memiliki) serta sense of identity 

(rasa bangga) sebagai bagian dari organisasi, sehingga kecil kemungkinan terjadi 

tindakan kecurangan dalam suatu  organisasi.  

Menurut peneilitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh  signifikan positif terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di 

Kabupaten Buleleng. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastika dan 

Latrini (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh  negatif  pada 

kecenderungan kecurangan. Budaya organisasi yang baik akan meningkatkan rasa 

mempunyai terhadap karyawan dengan instansi/organisasi sehingga tindakan 

kecurangan akan dapat diminimalkan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha3 : Budaya  organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa.  

H03 : Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

 

4. Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

Menurut Rahimah, dkk (2018) moralitas individu merupakan sikap serta 

perilaku yang baik dimana sikap tersebut tanpa mengharap balasan atau tanpa 

pamrih. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang semakin tinggi pula 
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tingkat kebenaran yang dilakukan, dan juga sebaliknya jika semakin rendah moral 

seseorang  kemungkinan  akan melakukan tindakan kecurangan.  

Penelitian yang dilaku.kan oleh Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan 

bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi,  dkk 

(2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud).  

Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha4 : Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

H04 

 

: Moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa.  

 

5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Budaya 

Organisasi dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

Untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahan desa, 

pengelolaan keuangan  desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip good 

governance yaitu transparan, akuntanbel dan disiplin anggaran (Atmadja dan 

Saputra, 2017). Pengelolaan keuangan desa tentunya sangat diperlukan upaya agar 

terhindar dari tindakan yang menyimpang dan kecurangan.  
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Penelitian ini dilakukan tidak hanya menguji secara parsial tetapi juga 

secara simultan atau keseluruhan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah secara 

keseluruhan variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha5 : Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, 

budaya organisasi dan moralitas berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

H05 : Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, 

budaya organisasi dan moralitas tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

desa.  

 


